BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang telah dikemukakan bahwa pada dasarnya penelitian itu
dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang antara lain dapat
digunakan untuk memecahkan masalah. Menurut (Sugiyono 2018, 33)
“masalah diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa
yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan
pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksana”. Menurut (Stoner 1982) dalam
(Sugiyono 2018, 33) mengatakan bahwa “masalah-masalah dapat diketahui atau
dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengamalan dengan kenyataan,
antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan dan
kompetisi”.

Menurut Undang-Undang no. 28 Tahun 2007 tentang perpajakan, pajak
merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah sejauh ini terus melakukan perubahan dan upaya untuk
meningkatkan pendapatan negara khususnya pendapatan negara yang
didapatkan dari sektor pajak. Salah satu dari usaha pemerintah adalah dengan

melakukan amandemen pada peraturan perundang-undangan pajak dan



reformasi administrasi. Salah satu dari perubahan yang dilakukan pemerintah
adalah amandemen pada Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
yakni UU No. 32 Tahun 2004 diubah menjadi UU No. 28 Tahun 2009. Undang-
undang ini mulai berlaku pada tanggal sejak tanggal 1 Januari 2010 dimana
Pemerintah Kabupaten/Kota sudah diperbolehkan untuk menerima pengalihan
pemungutan dan pengelolaanya.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya
diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting
untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Amanah, 2015). Oleh karena itu perlu
adanya peningkatan peran serta masyarakat.

Menurut (Puspita 2014), pajak ini bersifat kebendaan, artinya besaran pajak
terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/dan atau bangunan.
Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi
yang lebih baik bagi orang/badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau
memperoleh manfaat darinya (Jati 2016). Oleh sebab itu, mereka diwajibkan
untuk memberikan sebagian dari manfaat yang diperolennya kepada negara
melalui pajak. Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditujukan
untuk kepentingan masyarakat daerah yang diduduki.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan,
dan mahluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan kesejahteraan manusia

serta mahluk hidup lainnya. Tersirat bahwa lingkungan hiduplah yang



mempengaruhi mahluk hidup, termasuk di dalamnya manusia. Manusia
hendaknya menyadari kalau alamlah yang memberi kehidupan dan
penghidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut (Nabila 2018) lingkungan sosial merupakan hal yang tidak dapat
dipisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial yang akan selalu saling
bergantung satu sama lain dan juga mempedulikan keberadaan orang lain.
Lingkungan sosial menjadi salah faktor yang dapat mempengaruhi seseorang
atau kelompok dalam melakukan sesuatu tindakan serta perubahan perilaku
setiap individu. Lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang
memiliki makna dan atau pengaruh tertentu kepada individu (Widyastuti 2015).
Dari definisi ini, dalam (Widyastuti 2015) lingkungan masyarakat dapat
dikaitkan dengan teori pembelajaran sosial menurut (Bandura 1977) dalam
(Robbins 1996), proses dalam pembelajaran sosial meliputi : (1) proses
perhatian (attentional) yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau
model, (2) proses penahanan (retention) yaitu proses mengingat tindakan suatu
model, (3) proses reproduksi motorik yaitu proses mengubah pengamatan
menjadi perbuatan, (4) proses penguatan (reinforcement) yaitu proses yang
mana individu-individu disediakan rangsangan positif

Menurut (Notoatmodjo 2010) pendidikan adalah upaya persuasi atau
pembelajaran kepada masyarakat, agar masyarakat mau melakukan tindakan-
tindakan (praktik) untuk memelihara (mengatasi masalah- masalah), dan
meningkatkan kesehatannya. Menurut Syah (2010, 10) pengertian yang luas

dan representatif, pendidikan adalah seluruh tahapan pengembangan



kemampuan-kemampuan dan perilaku-perilaku manusia, juga proses
penggunaan hampir seluruh pengalaman kehidupan. Pendidikan wajib pajak
merupakan dasar pengetahuan wajib pajak dalam merespon segala informasi
tentang hakekat dan makna pembayaran pajak bagi kepentingan pembangunan
nasional (Ernawati 2014). Oleh karena itu, pendidikan perpajakan harus mulai
ditanamkan sejak dini khususnnya di lingkungan sekolah. Agar anak-anak dan
para orang tua yang berperan sebagai wajib pajak tahu akan pentingnya
membayar pajak.

Menurut (Isawati 2016) pendapatan adalah tanggungan jumlah uang atau
nilai yang selama tahun takwim diperoleh seseorang dari: 1) usaha dan tenaga,
2) barang tak bergerak, 3) harta bergerak, 4) hak atas pembayaran berkala dan,
5) tambahan harta yang ternyata dalam tahun takwin kecuali jika hal sebaliknya
dibuktikan oleh wajib pajak.

Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa
barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar
sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan sumber
penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari — hari dan sangat
penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara
langsung mau pun tidak (Suroto 2000). Faktor pendapatan bisa dijadikan salah
satu alasan wajib pajak tidak patuh seperti yang diungkapkan oleh (Nurmantu
2003, 149) dalam (Dermawan 2015) yang mengatakankan bahwa bila seseorang
bekerja dan kemudian dapat menghasilkan uang, maka secara naluria uang

tersebut pertama-tama ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan



keluarganya tetapi pada saat yang bersamaan jika telah memenuhi syarat-syarat
tertentu maka timbul kewajiban untuk membayar pajak kepada negara yang
kemudian menyebabkan timbulnya konflik antara kepentingan diri sendiri
dengan kepentingan negara. pada umumnya kepentingan pribadi selalu
dimenangkan, masyarakat awan akan lebih cenderung berpikir bahwa
penghasilan yang mereka peroleh kurang dalam memcukupi kebutuhan
sehingga mereka kurang bersedia apabila harus disisihkan untuk membayar
pajak.

Menurut (Devano dan Rahayu 2006, 110) dalam (Dermawan 2015),
“kepatuhan Wajib Pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai
suatu keadaan di mana Wajb Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan
melaksanakan hak perpajakannya”.

Hasil penelitian sebelumnya menurut (Rahman 2018) tingkat pendidikan
dan tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bukittinggi. Hasil
uji hipotesis pada penelitian ini menunjukan tinggi atau rendahnya pendidikan
wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah bukan ukuran untuk seseorang
menjadi patuh atas kewajiban perpajakan dalam membayar pajak bumi dan
bangunan (PBB), serta hasil uji hipotetsis penelitian ini juga menyatakan bahwa
besar atau kecil pendapatan wajib pajak bumi dan bangunan yang diperoleh
tidak menjamin seseorang akan memenuhi kewajiban perpajakan dalam

membayar pajak bumi dan bangunan.



Namun penelitian yang telah dilakukan oleh (Rahman 2018) tidak selaras
dengan penelitian (Darmawan 2015) yang menyatakan bahwa secara parsial
pada variabel tingkat pendidikan terdapat pengaruh secara signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan, pada variabel tingkat penghasilan
terdapat pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan
Bangunan. Secara simultan terdapat pengaruh secara signifikan antara tingkat
pendidikan dan penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan
Bangunan.

Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa lingkungan Wajib Pajak
berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
di Surabaya (Jotopurnomo 2013). Hal ini selaras dengan hasil penelitian (Santi
2012) yang menyatakan bahwa lingkungan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepatuhan, baik secara parsial dan simultan.

Bebrapa contoh kasus Pajak Bumi dan Bangunan yang terjadi di Indonesia
seperti, Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan dan Bangunan (PBB) Kabupaten
Bengkulu Utara tahun 2018 belum mencapai target. Adapun target yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah tahun 2018 sebesar Rp 2.782.000.000.00,
sedangkan realisasi yang sudah tercapai sampai dengan bulan oktober 2018
berkisar Rp 128.336.204,00. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Badan Pendapatan
Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkulu Utara (BU) Sugeng SE, MM. ( sumber
. https://bengkuluekspress.com/pbb-belum-capai-target/). Kemudian contoh
kasus lainnya adalah tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten

Tangerang capai 40%. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten


https://bengkuluekspress.com/pbb-belum-capai-target/

Tangerang mencatat, masih banyak warga di wilayah tersebut yang menunggak
kewajiban dalam pajak bumi dan bangunan (PBB). Merujuk pada tahun 2017,
dari total kurang lebih satu juta wajib pajak (WP), tercatat ada sekitar 400.000
WP yang menunggak PBB atau sekitar 40%. ( sumber : https://www.kabar-
banten.com/tunggakan-pbb-kabupaten-tangerang-capai-40-persen/). Kasus
tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan tidak hanya terjadi di Kabupaten
Tangerang. Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan juga terjadi di Jakarta hinggs
capai Rp. 3.000.000.000.000.00,- Data dari Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta
menyebutkan setidaknya ada 500 wajib pajak yang menunggak Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB). Bila ditotal, jumlah tunggakan PBB dari ke 500 wajib pajak
itu mencapai Rp. 3.000.000.000.000-, ( sumber
https://megapolitan.kompas.com/read/2015/08/05/16252311/Tunggakan.Pajak
.Bumi.dan.Bangunan.di.Jakarta.Capai.Rp.3.Triliun).

Berdasarkan uraian di atas, mengenai suatu daerah khususnya Desa , berarti
termasuk di dalamnya ada lingkungan, dimana di dalam lingkungan tersebut
terdapat lingkungan sosial yang berhubungan dengan makhluk sosisal
(manusia). Lingkungan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam
kehidupan individu maupun kelompok dalam hal bepikir maupun bertindak,
oleh karena itu lingkungan sosial bisa menjadi salah satu pengaruh seseorang
untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Kaitannya dengan lingkungan
sosial ada sebuah fenomena yang mendukung bahkan dapat membuktikan
bahwa lingkungan sosial sangat mempengaruhi individu atau kelompok dalam

hal berpikir maupun bertindak. Kasus nyatanya di Desa Tegalangus. Pada saat
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terbitnya SPPT, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat SPPT diantarkan
olen aparat kelurahan/Desa (biasanya Ketua RW) kepada orang yang
bersangkutan untuk dibayarkan di Bank yang dituju (Bank BJB) atau kini sudah
tersedia layanan melalaui Indomaret maupun alfamart. Kemudian pada tahun
berikutnya ketua RW tidak mengantarkan SPPT kepada orang Yyang
bersangkutan. Seperti yang diketahui kepanjangan dari SPPT adalah Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, yang berarti surat tersebut dikeluarkan untuk
menagih pajak terutang seseorang. Ketika SPPT tersebut tidak diantarkan oleh
aparat desa otomatis orang bersangkutan berpikir bahwa tidak ada penagihan
sama dengan tidak bayar. Sehingga dapat menimbulkan tunggakan pajak bumi
dan bangunan. Dengan memiliki mindset seperti itu bisa menjadi kebiasaan
yang dapat berdampak pada orang lain. Selanjutnya fenomena kedua yang
ditemukan dalam pengamatan penulis masih berkaitan dengan kasus di atas.
Dari kasus di atas orang yang memiliki mindset SPPT tidak diantarkan sama
dengan tidak bayar, hal ini berkaitan dengan pendidikan yang dimiliki orang
tersebut. Pada kenyataannya, pengantaran SPPT oleh aparat Desa hanyalah
sebuah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, yang berarti jika tidak
diantarkan sebenarnya masyarakat dapat megambilnya sendiri di Kantor
Keluharan/Desa. Hal ini membuktikan bahwa masih kurangnya pengetahuan
masyarakat tentang pajak. Kurangnya pengetahuan biasanya dilandasi oleh
pendidikan yang rendah. Sehingga dapat mempengaruhi kemampuan dalam
berpikir dan memahami suatu hal. Khususnya pemahaman dalam Pajak Bumi

dan Bangunan.



Oleh karena itu penulis tertarik membuat penelitian mengenai kepatuhan
wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan judul
“PENGARUH LINGKUNGAN SOSIAL, TINGKAT PENDIDIKAN DAN
TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN (PBB) DI DESA TEGALANGUS”

B. Identifikasi Masalah
Menurut (Amien Silalahi 2003, 21), identifikasi masalah adalah :

“usaha mendaftar sebanyak-banyaknya pertanyaan terhadap masalah yang

terjadi yang sekiranya dapat dicari jawaban melalui penelitian”.

Dari latar belakang yang telah ditulis, permasalahan yang penulis ajukan
dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Rendahnya kualitas lingkungan sosial di sekitar wajib pajak yang
mengakibatkan berdampak pada wajib pajak sehingga terabaikan
pentingnya pembayaran pajak.

2. Rendahnya pendidikan wajib pajak yang minim pengetahuan tentang

perpajakan sehingga kurangnya kepatuhan terhadap pajak.

C. Rumusan Masalah
Menurut (Sugiyono 2018, 35) yang mengatakan bahwa:

“Rumusan masalash merupakan suatu pernyataan yang akan dicarikan
jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian terdapat
kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan
masalah penelitian harus didasarkan pada masalah”.
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Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.

Bagaimana pengaruh lingkungan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak
bumi dan bangunan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) ?
Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak
bumi dan bangunan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) ?
Bagaimana pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak
bumi dan bangunan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) ?
Bagaimana pengaruh lingkungan sosial, tingkat pendidikan dan tingkat
pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dalam

membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) ?

Tujuan Penelitian

Menurut Soekidjo (2010, 46) yang mengatakan bahwa :
Tujuan penelitian adalah suatu indikasi ke arah mana, atau data
(informasi) apa yang akan dicari melalui penelitian itu. Tujuan
penelitian dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang konkret, dapat
diamati (observable) dan dapat diukur (measurable).

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan

dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.

Untuk mengetahui pengaruh lingkungan sosial terhadap kepatuhan wajib
pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).
Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib

pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).
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3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib
pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

4. Untuk mengetahui lingkungan sosial, tingkat pendidikan dan tingkat
pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar

pajak bumi dan bangunan (PBB).

E. Manfaat Penelitian

Menurut Soekidjo (2010, 47) “Manfaat peneltian adalah kegunaan hasil
penelitian nanti, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun
kepentingan ilmu pengetahuan”.
1. Manfaat Teoritis

Menurut Soekidjo (2010, 47) “Manfaat teoritis adalah manfaat
penelitian bagi pengembangan ilmu”.

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam
pengembangan pembelajaran atau penerapan media pembelajaran secara
lebih lanjut. Selain itu juga menjadi sebuah nilai tambah pengetahuan ilmiah
dalam bidang pendidikan di Indonesia.

2. Manfaat Teoritis
Menurut Soekidjo (2010, 47) “Manfaat praktis merupakan manfaat

penelitian bagi program”.
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a. Bagi Penulis
Penulis dapat menambah pengetahuan tentang hal apa saja yang
menjadi pengaruh masyarakat khususnya wajib pajak orang pribadi
dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan juga menperkaya
pengalaman penulis dalam menganalisis suatu masalah serta
membandingkan secara langsung dengan teori-teori yang telah didapat
selama perkuliahan yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan
tersebut.
b. Bagi Akademis
Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi, informasi empiris,
pemahaman tambahan yang dapat digunakan untuk penelitian yang
selanjutnya atau penelitian yang lebih dalam dengan topik yang sama
sehingga dapat membantu peneliti selanjutnya dalam melalukan
penelitiannya.
c. Bagi Pemerintah Daerah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada
pemerintah selaku pengelolah pajak bumi dan bangunan agar dapat
meningkatkan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat selaku
wajib pajak dengan tujuan agar wajib pajak memenuhi kewajibannya

untuk membayar pajak.
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F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang memudahkan pemahanan tentang isi

dari penelitian ini dan penguraian yang teratur dan terarah, maka sistematika

pembahasan ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang masing-masing bab terdiri dari

sub-sub bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB |

BAB Il

BAB Il

BAB IV

PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang
penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian dan sistematika pembahasan dari penelitian yang
disajikan oleh peneliti secara keseluruhan.

LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran teori umum terkait
variable independen dan dependen, hasil penelitian
terdahulu, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesa.
METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas mengenai jenis penelitian, objek
penelitian, jenis dan sumber data, populasi, sampel, teknik
pengumpulan data, operasionalisasi variable penelitian dan
teknik analisis data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran dan penjelasan secara umum

mengenai hasil penelitian variable independen dan dependen,



BAB V
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analisis hasil penelitian pengujian hipotesis dan pembahasan
yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.

PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab penutup yang berisi
kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta
memberikan saran perbaikan dan rekomendasi yang
diharapkan dapat mengatasi permasalahan dan memperbaiki

kelemahan.



